
 

BUPATI KAYONG UTARA 
 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR   24   TAHUN 2012 

 

T E N T A N G 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2011; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 



1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 1820); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 

Nomor 4502 ); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Keuangan Dearah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 



  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor  6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 35); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 

Nomor 2); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor  24 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2011 Nomor 23); 

 

 



M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011. 

 Pasal 1 

 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

(1) PENDAPATAN  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 8.467.802.998,99        

 b. Dana Perimbangan Rp.  349.433.787.561,88  

 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 21.073.028.520,00  

 Jumlah Pendapatan Rp. 378.974.619.080,87 

    

(2) BELANJA  

 a. Belanja Tidak Langsung  

  1) Belanja Pegawai Rp. 97.475.753.536,18     

  2) Belanja Bunga Rp. 0,00  

  3) Belanja Subsidi Rp. 0,00  

  4) Belanja Hibah Rp. 8.127.228.195,00    

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.800.191.520,00  

  6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00  

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 12.038.929.322,00     

  8) Belanja Tidak Terduga Rp. 4.182.932.253,00     

 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.  123.625.034.826,18 

 b. Belanja Langsung  

  1) Belanja Pegawai Rp. 26.773.306.247,00   

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 90.536.040.886,49  

  3) Belanja Modal Rp. 128.129.402.595,97  



 Jumlah Belanja Langsung Rp. 245.438.749.729,46 

 Jumlah Belanja Rp. 369.063.784.555,64 

    

 Surplus / (Defisit) Rp. 9.910.834.525,23 

(3) PEMBIAYAAN  

 a. Penerimaan  

  1) Penggunaan SiLPA Rp. 26.055.853.484,33  

 b. Pengeluaran  

  1) Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemda 
Rp. 0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 26.055.853.484,33 

    

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 

Rp. 
35.966.688.009,56 

 

 Pasal 2 

 Ringkasan Laporan  Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ini. 

  

 Pasal 3 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam 

Penjabaran Realisasi Anggaran. 

  

 Pasal 4 

 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati Kayong Utara Tahun 2012. 

  



 Pasal 5 

 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati  ini.  

  

 Pasal 6 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

            

Ditetapkan di  Sukadana 

pada tanggal    8  Oktober 2012 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

 

           

 

HILDI HAMID  

 

Diundangkan di Sukadana  

pada tanggal    8  Oktober  2012  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,  

  

  

  

HENDRI SISWANTO  

  

  

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  TAHUN 2012 NOMOR 24 

 


